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BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 27 TAHUN2018

TENTANG

KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6), Pasal 10

ayat (2), Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20 ayat (3), Pasal 31 dan Pasal
38, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015

tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa yang telah dirubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 Tentang

Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala

Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Perlu
menetapkan Peratutan Bupati Tegal Tentang Kepala Desa.

2.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Djawa Tengah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 teptang Administrasi
Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 teptang Administrasi
Kependudukan.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5475);

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang- -Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Umbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



5. Und^g-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2014 Nomor 7,'T^ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)-

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan'
Daerah, sebagaimana telah beberapakaU diubah terakhir
engan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Umbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Dari
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Ke Kota Slawi Di
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahim 1984 Nomor 2);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahim 1986 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal

dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.(Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahim 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentarig Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

112 Tahim 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82
Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa, seb^aimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahim 2017 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa.(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);



12 Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015
tentang Kepala Desa, Perapgkat Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa.(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor
14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2  Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

4  Daerah Kabupaten Tegal, yang selanjutoya dl^but
■  DPRD adalah lembaga perwaldlan ralg^at daerah yang berkedudukan sebaga.

unsur Pemerintah Daerah. ^-ranokat Daerah Kabupaten
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebaga. perangkat Daerah

berada di bawah dan bertanggungjawab
Camat adalah pemimpm kecamatan y gkepada Bupati melaluiSekretarisDaer^ ^

Kesatuan Republik Indonesia. urusan pemerintahan dan

penyelenggara Pemerintahan Desa. mempunyai wewenang, tugas10. Kepala Desa adalah pejabatPemenntah Desa yan^PW
dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemenntah Daerah,

5.

6.

7.



n. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan

TT pelaksanaan kebijakan yangdiwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan
12. Badan Pe^u^awaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

yang melak^akan fimgsi pemerintahan yang anggotanya merupakan waldl dan

^mt^s keteiwakilan wilayah dan ditetapkan secara
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,

rencana keuangan tahiman Pemerintahan Desa.

pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam
rangto memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, mhasia, jujur,
dan adil serta demokratis.

15. pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia
Pemihhan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan
proses Pemilihan Kepala Desa;

16. Penitia Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah
Pamtia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan dan
mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

17. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut
Panitia Pengarah dan pemantau adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam
mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh
panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;

19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

20. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia

yang mementihi ̂ arat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian imtuk menduduki jabatan pemerintahan.

21. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai
negeri sipU dan pegawai pemertatah dengan peijanjian keija yang bekerja pada
instansi pemerintah. .

22 Putusan Pengadilan adalah pemyataan hakim yang diucapkan dalam sid^g
^rgadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan

telah memperoleh kekuatan hukum tetep. Aparatur SipU Negara yang

^ajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.



27. Pemilih adatah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi
per^aratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;

28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah dalto rvmiiih
yang disusun berdasarkan data Daftar Pemiiih Tetap Pemiiihan Umum terakhir
yang telah ^^rbaharui dan dicek kembaii atas kebenarannya serU ditambah
dengan pemilih baru;

29. Daft^ Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DP Tambahan adaiah daftar

T berdasarkan usulan dari pemilih katena yang bersangkutanbelum terdaftar dalam Daftar PemUih Sementara;
®«lenJutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang^ thtetapkan oleh ̂ tia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih

dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
31. Kam^ye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk

meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan diikungan

InT' «'«"j»btya disingkat TPS, adalah tempatdilaksanakannya pemungutan suara.

^ ̂duduk Elektrsnik yang selanjutnya disebut ICn>^l adaiah KartuMda Penduduk yang ddengkapi cip yang merupakan bukti diri yang diterbitkan
Oleh Instansi Pelaksana.

34. Ri^ Warga untuk selanjutnya di singkat RW adalah bagian ketja Desa atau
felurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus
RT diwilayah keijanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah.

35. Han adalah hari keija.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan
pembangiman desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas seba^aimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa
berwenang:

a memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;



j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negeira guna

meningkatkan kesejahteraan ma^arakat Desa;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat;

1. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

0. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa

berhak:

a. mengusiolkan Struktur Organisasi dan tata keija Pemerintah Desa;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya

yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan

e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada

perangkat Desa.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagedmana dimaksud ayat (1), Kepala Desa

berkewajiban :

a. memegang teguh dan mengamalkan Pemcasila, melaksanakan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka

Tun^al Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,

profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan

nepotisme;

g. menjalin keijasama dan koordihasi dehgari selufuh pemangku kepentingan di

Desa;

h. menyelen^arakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;

1. mengelola Keuangan dan Aset Desa;

j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

1. mengembangkan perekonomian ma^arakat Desa;

m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan

hidup.

p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.



Pasal 3

Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang mengntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain,
dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskiiminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat

tertentu;

e. melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau/jasa

dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan
dilakukannya;

g. menjadi pengurus partai politik;

h. mencalonkan diri sebagai an^ota Legislatif dan anggota DPD, Bupati, wakil bupati,
gubemur, wakil gubemur kecuali mengundurkan diri;

i. menjadi anggota dan/atau pengurus oi^anisasi terlarang;

j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau an^ota Badan Permusyawaratan
Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Provinsi atau Dewan

Perwakilan Ralqrat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam

peraturan perundang-undeingan;

k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan

kepala daerah;

1. melanggar sumpah/janji jabatan;

m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari keija berturut-turut tanpa alasan

yang jelas dan tidak dapat dipertan^ungjawabkan.

n. menjadi Direktur dan komanditer CV, PT, Notaris, LBH, BUMD dan pimpinan

BUMDes.

BAB III

Laporan Kepala Desa

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, kepala desa wajib:

a. menyampcdkan laporan penyelen^araan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun

anggaran kepada Bupati melalui Camat.

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa

jabatan kepada Bupati melalui camat

c. menyampaikan laporan keterangan penyelen^araan pemerintahan secara tertulis

kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;

d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan

secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahim anggaran.



Pasal 5

(1) Kepiala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud rfaigrn
pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 6

(1) Laporan penyelen^araan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Hfllam Pasal
4 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bvilan
setelah berakhimya tahun anggeiran.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:

a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk pembinaan dan

pengawasan.

(4) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
(jsism Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(5) Isi dan uraian sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang laporan kepala Desa.

Pasal 7

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b disampaikan kepada bupati

melalui camat.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(X) ai^mpaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhimya masa
jabatan. , j j

(3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5

(lima) bxalan sisa masa jabatan;
c. hasU yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
d hal yang dianggap perlu perbaikan kedepan.

(4) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaunana
Lampiran 11 yang mempakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan

Bupati Bupati ini.



(5) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh kepala Desa kepada bupati dalam

memori serah terima jabatan.

(6) Isi dan uraian dari sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Laporan kepala Desa.

Pasal 8

(1) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada Badan

Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

berakhimya tahun anggaran.

(2) Laporan keterangan penyelen^araan Pemerintahan Desa sebag£dmana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa.

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permu^awaratan Desa dalam melaksanakan

fungsi pengawasan kineija kepala Desa.

(4) Sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana
dalam Lampiran 111 yang merupakan bs^an tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati Bupati ini.

(5) Isi dan uraian dari sistematika laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Laporan kepala Desa.

Pasal 9

Peiiyiaiiftiiaiaii atdu penyebaran infdrmasi secara tertulis kei^ada masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan melalui rapat resmi atau

bersamaan dengan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan ma^arakat desa dan/atau

dengan menempatkan pada papan pengumuman resmi atau ditempat strategis

sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat desa setempat.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atdu dapat

bergelombang.

Bagian Kedua

Pemilihan Kepeila Desa Serentak

Pasal 11

(1) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan satu kali yang diikuti oleh desa-

desa di selin*uh wilayah Kabupaten Tegal.

(2) Pemilihan kepala desa serentak bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga)

kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak dilaksanakannya pilkades

serentak gelombang I (kesatu) yang diikuti oleh beberapa desa di wilayah

Kabupaten Tegal.



(3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 2 ) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhimya masa jabatan Kepala Desa;

b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau

c. ketersediaan PNS di lingkungan Daerah yang memenuhi per^aratan sebagai

penjabat Kepala Desa.

(4) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilaikukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahim.

(5) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan untuk pertama kali pada tahun 2017.

(6) Hari, tanggal, dan tahapan serta Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala
Desa serentak satu kali maupim serentak bergelombang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa serentak dileiksanakan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

Bagian Kesatu

Tahap Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

(1) Tahapan Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana diihaksud dalam Pasal 12

huruf a, terdiri atas kegiatan:

a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang

akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa

jabatan;

b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa

ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir

masa jabatau;

c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

(2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagi desa-

desa yang jabatan kapala desanya telah kosong atau sisa masa jabatannya kurang

dari 6 (enam) bulan, maka setelah ditetapkannya tahapan Pilkades langsung

melaksanakan tahapan tersebut.



Par^raf 2

Kepanitiaan

Pasal 14

(1) Panitia pemilihan kepala desa sebagaimeina dimaksud dalam pasal 13 huruf b

berada di tingkat desa dan ditetapkan dengan keputusan BPD.

(2) Di Kecamatan dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala desa dengan
keputusan Bupati.

(3) Di Kabupaten dibentuk panitia pengarah dan pemantau dengan keputusan

Bupati.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dibentuk dan bertan^ungjawab kepada Badan
Permusyaweiratan Desa.

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan mekanisme sebagai berikut:

a. BPD mengadakan rapat \mtuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat dengan dilampiri daftar hadir.

b. Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada hviruf a ditetapkan dengan

Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dilampiri Berita

Acara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

0. Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri

dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan

tokoh mas^arakat yang tidak mencalonkan diri.

d. Panitia pemilihan seb^aimana dimaksud pada ayat (1) beijiunlah 9 (sembilan)

orang.

e. Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:

1. Ketua;

2. Sekretaris;

3. Bendahara

4. Seksi Pendaftaran Pemilih;

5. Seksi Penjaringan;

6. Seksi Penyaringan;

7. Seksi Pemungutan dan penghitungan Suara;

8. Seksi Perlengkapan, publikasi dan dokumentasi;

9. Seksi Keamanan dan ketertiban; dan

f. Penetapan dalam jabatan di kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e adalah dari dan oleh serta didasarkan pada hasil musyawarah anggota

panitia pemilihan.

(3) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c dapat berasal dari vmsur lembaga pemberdayaan masyarakat Desa, unsur

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluaiga, unsur Kader Pemberdayaan masyarakat

desa, unsur Karang Taruna, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Satuan Tugas

Perlindungan Mas}rarakat.



(4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari
tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan

kelompok tani, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau

keterwakilan masyarakat kurang mampu.

(5) Contoh Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah

sebagaimana dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(6) Untuk membantu teknis penyelen^araan pemilihan kepala Desa, Panitia
pemilihan dapat menunjuk pembantu pelaksana dengem persetujuan BPD, setelah
memperhatikan permohonan dari Panitia Pemilihan.

(7) Contoh surat permohonan Panitia kepada BPD untuk menunjuk pembantu
pelaksana dan Surat persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

adalah sebagaimana dalam Lampiran V dan lampiran VI yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Pembantu pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling banyak 25 (dua

puluh lima) orang dan ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan yang

berasal dari unsur atau lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(9) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah
sebageumana dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(10) Panitia Pemilihan bersifat mandiri, tidak memihak dan wajib berlaku serta

bersikap jujur, adil, transparan, dan penuh tanggungawab.

(11) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi Panitia Pemilihan;

(12) Anggota Panitia Pemilihan dilarang mempimyai hubungan keluarga dalam garis

lurus satu tingkat baik keatas, kebawah maupun kesamping dengan bakal calon

Kepala Desa.

(13) Hubimgan keluarga sebs^aimana dimaksud pada ayat (12) adalah Bapak-ibu

kandung, Bapak-Ibu mertua, isteri, anak, kakak-adik.

(14) Apabila dalam pelaksanaan terdapat keluarga dari panitia sebe^aimana

dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) yang positif mencalonkan diri dalam

Pilkades, maka terhitung sejak tan^al mendaftarkan diri, BPD harus

memberhentikan anggota panitia dimaksud dari kepanitiaan Pilkades.

(15) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), (12), dan (13) serta ayat (14)

berlaku juga untuk Pembantu pelaksana.

(16) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan

kewajiban:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan

semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepala desa kepada Bupati

melalui Camat dan bantuan biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;

0. mengumumkan dan melaksanakan sosialisasi tahapan dan proses pilkades

kepada ma^arakat;

d. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;



e. melakukan penjaringan Bakal Cedon Kepala Desa, meliputi penelitian syarat

administrasi;

f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa, yang meliputi, fasilitasi

penyampaian visi, misi dan program keija di hadapan masyarakat, serta

penilaian pengalaman keija dilembaga pemerintahan, pendidikan dan uji

kompetensi bagi bakal calon yang jumlahnya lebih dari 5 (lima) orang.

g. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dengan

keputusan panitia;

h. mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;

i. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar Pemilih

Sementara, Daftar Pemilih Tambahan maupun Daftar Pemilih Tetap;

j. melaksanakan pengundian nomor unit bagi Calon Kepala Desa;

k. menetapkan Keputusan Panitia tentang tata tertib pemilihan kepala desa,

minimal mengatur tentang:

1. ketentuan pendaftaran bakal calon, meliputi waktu, tempat dan syarat;

2. ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemilihan, termasuk penetapan

wilayah pemilihan, jumlah TPS;

3. ketentuan tentang tata cara pelaksanaan kampanye, meliputi pengaturan

jadwal/waktu bagi setiap calon, sanksi atas pelanggaran kampanye.

4. Ketentuan mengenai sanksi bagi bakal calon yang mengimdurkan diri

setelah ditetapkan sebagai calon atau calon yang mengundurkan diri

setelah dilakukan undian nomor urut.

1. menyelenggarakan kegiatan kampanye;

m. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemimgutan

suara;

n. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat atau pemilih tentang tata cara

pencoblosan surat suara yang benar.

o. melaksanakan pemungutan dein perhitungan suara.

p. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil

pemilihan;

q. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;

r. membuat befita acara dalam setiap rapat yang terkait dengan kegiatan

panitia, antara lain penetapan DPS, DP Tambahan dan DPT, pelaksanaan

penjaringan Bakal Calon, pelaksanaan penyaringan Calon, pengundian nomor

urut C£don, pelaksanaan Pemimgutan d£m penghitungan suara, penetapan

calon kepala desa terpilih;

s. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis kepada BPD;

t. menyampaikan laporan pertang^ungjawaban biaya dan pelaksanaan

pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pemilihan kepada

Bupati untuk anggaran yang berasal dari APBD dan kepada Pemerintah Desa

melalui Badan Permu^awaratan Desa imtuk anggaran yang berasal dari

APBDesa.

u. menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(17) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf n dapat dilakukan

dengan metode tatap muka dan/atau men^unakan media selebaran, spanduk.



benner dan cara lain yang dianggap efektif serta mudah dipahami oleh

masyarakat atau pemilih.

(18) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dapat dilakukan

berulang kali dan pada kesempatan yang dianggap memungkinkan.

(19) Contoh berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah

sebagaimana dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(20) Contoh Keputusan Panitia tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat

ayat (16) h\iruf k adalah sebagaimana dalam Lampiran IX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam melaks£makan tugasnya,

Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib memiliki stempel dan Kop Surat.

(2) Wama tulisan pada kop surat dan tinta stempel sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah hitam.

(3) Bentuk dan vikuran Stempel, serta Kop Surat seb^aimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebe^aimana dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Uraian tugas masing-masing seksi seb£igaim£ina dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)

huruf f adalah sebagai berikut:

a. Seksi Pendaftaran Pemilih:

1) melaksanakan pendaftaran pemilih;

2) membuat DPS;

3) menyerahkan DPS kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan;

4) mengumiomkan DPS;

5) membuat DPTambahan;

6) menyerahkan DPTambahan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk

ditetapkan;

7) mengumumkan DPTambahan;

8) menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan;

9) mengumumkan DPT.

10) melaporkan seluruh rangkaian tugas kepada ketua panitia.

b. Seksi Penjaringan:

1) mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa;

2) menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan

3) meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon Kepala Desa;

4) Melaporkan seluruh rangkaian tugas kepada ketua panitia.

c. Seksi Penyaringgin:

1) membuat materi uji kompetensi bakal calon Kepala Desa, jika balonya lebih

dari 5 (lima) orang;

2) menyiapkan tempat uji kompetensi, jika balon lebih dari 5 (lima) orang); dan
3) melakukan penghitungan bobot penilaian dan uji kompetensi;
4) melaporkan seluruh rangkaian tugas kepada ketua panitia.



d. Seksi Pemimgutan Suara:

1) mengadakan undian nomor unit calon;

2) men3dapkan surat suara;

3) men}dapkan tempat dan perlengkapan pemungutan suara;

4) melaksanakan pemungutan suara;

5) melaksanakan pen^itungan suara; dan

6) melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada ketua Panitia.

e. Seksi Perlengkapan, publikasi dan dokumentasi;

1) menyiapkan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana yang terkait dengan

kegiatan selama proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

2) mempublikasikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan proses

Pemilihan Kepala Desa;

3) melaporkan tugas kepada ketua Panitia.

f. Seksi Keamanan:

1) melaksanakan pengamanan dan menjaga situasi demi ketertiban terhadap

atau selama proses Pemilihan Kepala Desa; dan

2) melaporkan kegiatan pengamanan pada setiap tahapan Pemilihan kepada

Ketua Panitia.

Paragraf 4

Panitia Pengawas, Panitia Pengarah dan Pemantau

Pemilihan Kepala Desa

Pasal 18

(1) Panitia Pengawas seb^aimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempunyai

tugas dan berwenang menghadiri, mengawasi dan mengevaluasi serta

menfasilitasi, membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul

dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada

Bupati.

(2) Panitia pengarah dan pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)
mempimyai tugas :

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan

pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;

b. melakukan sosialisasi, bimbingan teknis persiapan dan pelaksanaan pemilihan

Kepala Desa kepada Panitia Pengawas, panitia pemilihan Kepala Desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencelakan surat suara dan pengadaan/penyediaan kotak suara

serta perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan
lainnya kepada PEinitia Pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat
Kabupaten;

g. melakukan pengawasan penyelen^araan pemilihan dan melaporkan serta

membuat rekomendasi kepada Bupati;



h. melakukan evaluasi dsin pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 19

(1) Kean^otaan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dedam pasal 18ayat(l)

adalah:

a. Camat selaku Ketua;

b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris;

c. Komandan Rayon Militer selaku an^ota;

d. Kepala Kepolisian Sektor selaku anggota;

e. Kasi Tata Pemeiintahan selaku an^ota;

f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban selaku anggota;

g. Kasi PemberdayaEin Masyarakat Desa selaku an^ota;;

h. Kasi Pelayanan Umum selaku anggota;;

i. Kasubag Perencanaan dan Keuangan selaku anggota;; dan

j. Kasubag Umum dan Kepegawaiein selaku an^ota;.

(2) Kean^otaan Panitia Pengarah dan Pemantau sebagaimana dimaksud dalam pasal

18 ayat (2) terdiri dari :

a. Bupati, selaku Penasehat;

b. Wakil Bupati, selaku Wakil Penasehat;

c. Sekretaris Daerah selaku Pengarah;

d. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan selaku Wakil

Pengarah;

e. Assisten Administrasi Pemerintahan selaku Penanggung jawab;

f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Ketua;

g. Kepala Bidang Penataan Desa Dispermasdes selaku Sekretaris;

h. Kepala B^an Pemerintahan Desa Setda selaku an^ota;

i. Kepala Bagian Hukum Setda selaku an^ota;

j. Sekretaris Dispermasdes selaku an^ota;

k. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dispermasdes selaku an^ota;

1. Kepala Bidang Pengembangan Desa Dispermasdes selaku anggota;

m. Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa Dispermasdes selaku anggota;

n. Kepala Seksi Penataan lembaga dan Aparatur Pemerintahan Desa pada

Dispermasdes selaku an^ota;

o. Kepala Sub Bagian Aparatur Pemerintah Desa pada Bagian Pemerintahan Desa

Sekretariat Daerah selaku anggota;

p. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Aset Desa pada Bagian Pemerintahan Desa

selaku anggota.

q. Kepala sub bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda selaku

anggota;

r. Kepala sub bagian Bantuan Hukum pada Belgian Hukum Setda selaku

an^ota;

s. Kepala Seksi E^raluasi Perkembangan Desa Dispermasdes selaku an^ota;

t. Kepala Seksi Pasilitasi Produk Hukum Desa Dispermasdes selaku anggota;

u. Staf pada Dispermasdes Kabupaten Tegal selaku anggota;

V. Staf pada bagian Pemerintahan desa Setda selaku an^ota.



Paragraf 5

Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 20

(1) Penyelen^araan Pemilihan Kepala Desa menerapkan prinsip sederhana, efisien,
dan efektif.

(2) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada bakal
calon atau calon Kepala Desa.

(4) Biaya-biaya tambahan yang bersifat sekunder atau mendukung pelaksanaan
kegiatan dalam rangka Pemilihan dapat dibantu dari APBDesa.

(5) Yang dimaksud biaya tambahan vmtuk kebutuhan yang sifatnya sekunder
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah biaya yang dikeluarkan untuk

kegiatan yang sifatnya tidak wajib dan jika ditiadakan tidak akein berakibat pada

gagalnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dan biaya tambahan pada kegiatan
yang sebenamya telah dibiayai dari APBD tetapi dirasa kurang maksimal.

(6) Kebutuhan yang sifatnya sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara
lain:

a. Biaya untuk tambahan sewa tenda dan/atau perlengkapan pada saat

pemimgutan dan penghitungan suara;

b. Biaya untuk tambahan honor panitia dan pembantu pelaksana yang dirasa

belixm layak berdasarkan indek satuan haiga yang ditetapkan Pemerintah

Daerah;

c. Biaya pengadaan pakaian serc^am untuk panitia dan pembantu pelaksana;

d. Biaya untuk tambahan tenaga Keamanan;

(7) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlahnya tidak boleh sama atau

tidak boleh lebih besar dibandingkan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

a. Biaya penyelen^araan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2) dipergunakan untuk:

b. ATK, termasuk pengadaan Tinta celup seb^ai penanda pemilih yang telah

men^unakan hak pilihnya;

c. Pembuatan/sewa kotak suara;

d. pencetakan surat suara;

e. pembuatan tanda gambar/foto dan nomor xirut calon di TPS;

f. pembuatan/sewa bilik suara;

g. biaya pelipatan surat suara;

h. honorarium panitia, termasuk honor pembantu pelaksana pemilihan;

i. konsumsi rapat-rapat dan akomodasi, termasuk pada saat Pemungutan

suara;

j. pengadaan atau sewa alat-alat perlengkapan termasuk keperluan pada saat

hari pemungutan dan penghitungan suara; dan

k. sosialisasi dan/atau publikasi serta dokumentasi.

1. transportasi untuk mengangkut pemilih yang berkebutuhan khusus

dan/atau yang domisilinya jauh dari TPS dan tidak memiliki sarana



transportasi sendiri;

m. sewa sound system sederhana dan tenda/tarub/layos pada saat hari

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

n. sewa meja-kursi yang diperlukan pada saat hari pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara di TPS;

o. honor-honor yang hams diberikan pada saat hari pelaksanaan pemungutan

dan penghitungan suara kepada tenaga pengamanan tambahan selain seksi

pengamanan serta tenaga atau pembantu umum lain yang memang

diperlukan selain Panitia Pilkades dan pembantu pelaksana teknis;

p. biaya peijalanan dinas dan akomodasi yang mungkin diperlukan imtuk

mendapatkan data atau bukti terhadap persyaratan bakal calon kepala desa

yang dipandang perlu untuk diklarifikasi keabsahan dan/atau kebenarannya,

serta peijalanan dinas lain yang diperlukan dan masih ada keterkaitan

dengan tugas dalam kepanitian Pilkades;

(1) Biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diajukan kepada Bupati melalui Camat oleh kepala desa dengan dilampiri:

a. Proposal yang ditandatangani oleh kepala desa dan diketahui oleh Camat;

b. surat Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan;

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua

Panitia Pemilihan, diketahui oleh Ketua BPD dan ketua Panitia Pengawas;

d. Nomor Rekening Kas Desa yang masih berlaku.

(2) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Kepala desa kepada

Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari

setelah ditetapkannya panitia pemilihan.

(3) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ajuan

atau permohonan dari Desa melalui camat.

(4) Contoh proposal sebagaimana dimeiksud pada ayat (2) huruf a adalah

sebagaimana dalam Lampiran XI yang mempsikan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(5) Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

himif c adalah sebagaimana dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tddak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 22

(1) Yang berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa
setempat Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda

penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan pengganti KTP-el, serta
memenuhi persyaratan :

a. pada hari pemungutan suara telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pemah menikah;

b. nyata-nyata tidak sedang tergan^u jiwa/ingatannya;





Pasal 24

(1) Perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) adalah sebagai
pemutakhiran dan validasi data penduduk di desa.

(2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
apabila pemilih:

a. memenuhi ^arat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tan^al
pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pemah menikah;

c. telah meninggal diinia;

d. pindah domisili ke desa lain; atau

e. belum terdaftar dalam DPS.

(3) Penduduk Desa yang merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, secara
aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun

Tetangga/Rukun Warga, dan panitia pemilihan wajib menerima untuk diadakan

penelitian dan didaftar.

Pasal 25

(1) Berdasarkan pemutakhiran dan validasi data sebagedmana dimaksud dalam

Pasal 24, Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan deiftar pemilih tambahan

(DP Tambahan), yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri

berita acara rapat.

(2) Penetapan DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan
berdasarkan RW dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah

pemutakhiran dan validasi data dan diumiunkan kepada masyarakat dengan

cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh Panitia

Pemilihan.

(3) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(4) Form DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 26

(1) DPS dan DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25

ditetapkan menjadi DPT dengan Keputusan Panitia Pemilihan dilampiri berita

acara rapat setelah berakhimya waktu pengumuman sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (2).

(2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan

berdasarkan wilayah/RW dan diumumkan kepada masyarakat dengan cara dan

ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh panitia pemilihan.

(3) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih dalam DPT.

(4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

temyata pada hari pelaksanaan pemungutan suara terbukti tidak lagi memenuhi
syarat sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam pasal 22, maka yang

bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya.



(5) Contoh Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati Bupati ini.

(6) Form Daftar Pemilih tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) Untuk keperluan pemungutan suara, panitia menyusun DPT imtuk TPS

berdasarkan pengemlompokan RW.

(2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap dalam DPT digunakan sebagai bahein
penyusionan kebutuhan siirat suara dan alat perlengkapan Pemilihan.

(3) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada

pemilih yang meninggal dunia, selanjutnya panitia membubuhkan catatan "

meninggal dunia" dalam DPT pada kolom keterangan, atau resmi telah pindah

tempat tinggal, atau nyata-nyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Bagian Kedua

Pencalonan

Parg^af 1

Penjaringan bakal Galon Kepala Desa

Pasal 28

(1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan bakal calon melalui pengumuman dan

pendaftaran lowongan jabatan Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan)

hari.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui ketua RT dan ketua

RW serta ditempelkan pada tempat-tempat terbuka dan strategis yang mudah

diakses serta diketahui oleh masyeirakat di lingkungan Desa yang bersangkutan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai
persyaratan bakal calon Kepala Desa serta tahapan/jadwal Pemilihan Kepala

Desa.

(4) Setelah hari ke 3 (tiga) pengumunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Panitia membuka pendaftaran pelamar bakal calon Kepala Desa dalam jangka

waktu 6 (enam) hari.

(5) Berdasarkan pengumiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelamar bakal

calon Kepala Desa mendaftarkan diri dan wajib hadir secara pribadi dengan

menyerahkan berkas lamaran beserta persyaratannya kepada Panitia Pemilihan

sesuai dengan tempat dan jadwal serta waktu yang telah ditentukan.

(6) Surat lamaran ditulis tangan sendiri dan diberi materai cukup;

(7) Panitia pemilihan mengadakan penelitian terhadap semua berkas lamaran

beserta persyaratan bakal calon Kepala Desa yang diterima ke dalam blangko

penelitian berkas persyaratan sebagaimana format dalam Lampiran XIX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(8) Apabila setelah diadakan penelitian oleh panitia pemilihan temyata terdapat

keragu-raguan tentang keabsahan persyaratan yang ditetapkan, maka kepada

yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapinya paling lama 7

(tujuh) hari sejak pemberitahuan oleh panitia kepada yang bersangkutan, dengan

surat pemberitahuan sebagaimana format dalam Lampiran XX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(9) Paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak pengumuman dan setelah

diadakan penelitian terhadap berkas lamaran beserta persyaratannya oleh

panitia pemilihan dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka dikembalikan

kepada pelamar yang bersangkutan secara tertulis dengan tanda terima disertai

penjelasan atau alasannya, sebagaimana format dalam Lampiran XXI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(10) Dalam Penerimaan pendaftaran, panitia pemilihan harus memperhatikan

ketentuan sebagai berikut:

a. tempat pendaftaran, adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan;

b. waktu pendaftaran mulai hari ketiga pengumuman dibuka sampai dengan

hari terakhir pembukaan pendaftaran, dengan ketentuan jam pendaftaran

adalah :

1. hari Senin sampai dengan Hari Kamis di buka dari jam 07.15 WIB sampai

dengan jam 16.15 WIB;

2. hari Jumat dibuka dari jam 07.15 WIB sampai dengsin jam 10.45 WIB;

dan

c. Pada saat mendaftar, pendaftar bakal cedon Kepala Desa wajib berpakaian

bebas rapi.

Pasal 29

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi per^aratan:

a. warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

Penduduk Elektronik ( KTP-el) atau Surat keterangan pen^anti KTP-el.

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendeih tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima ) tahun

atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang





b. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa akhir masa jabatan.

(3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang

menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala

Desa.

(4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimeina dimaksud pada ayat (1), Sekretaris

Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

(5) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan atau kosong, tugas dan kewajiban Kepala

Desa dilaksanakan oleh Pereingkat Desa lainnya yang dipandang mampu.

(6) Penunjukan pelaksana tugas kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) ditetapkan dengan surat perintah tugas dari Bupati atas usulan

Camat.

(7) Contoh surat permohonan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adedah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 31

(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa disamping

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus

mendapatkan ijin cuti dari Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan

terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan

penetapan calon Kepala Desa terpilih.

(2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh

Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu dan ditetapkan dengein surat

perintah tugas dari Kepala Desa.

(3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) apabila terpilih menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan

diberhentikan dari Perangkat desa.

(4) Contoh surat permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(5) Contoh surat ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XXTV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Calon Kepala Desa dari An^ota BPD

Pasal 32

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping harus

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yang

bersangkutan diberhentikan oleh Bupati terhitung sejak yang bersangkutan

ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa dari PNS/ASN, Tentara Nasional Indonesia,

dan Kepolisian Republik Indonesia



Pasal 33

(1) PNS/ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa disamping harus
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus

mendapatkan ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal PNS/ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya

selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai PNS/ASN.

(3) An^ota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang

mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa disamping harus memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) harus mendapatkan

ijin dari atasannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(4) PNS/ASN, an^ota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik

Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa

dan penghasilan lainnya yang sah.

(5) Kepala Desa yang berstatus sebagai PNS/ASN apabila berhenti sebagai Kepala

Desa dikembalikan ke instansi induknya saat bertugas terakhir sebelum menjadi

Kepala Desa.

(6) Kepala Desa yang berstatus PNS/ASN apabila telah mencapai batas usia pensiun

sebs^ai PNS/ASN diberhentikan dengan hormat sebagai PNS/ASN dengan

memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan Peundang-undangan.

Paragraf 5

Calon Kepala Desa dari Pegawai Badan Usaha Milik Daerah

dan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 34

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan yang sejenis,

disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(1) yang bersangkutan harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang

dilingkungan keijanya.

Paragraf 6

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 35

(1) Bsikal calon Kepala Desa mengajukan lamaran secara tertulis bermetarai cukup /

Rp.6000,- (enam ribu rupiah), kepada Bupati melalvii Panitia Pemilihan.

(2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan:

a. surat pemyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh

yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat

pemyataan sebagaimana format dalam Lampiran XXV yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

b. surat pemyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara



Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang sah yang diketahui oleh

Kepala Desa diatas kertas bermaterai, contoh surat pemyataan sebagaimana

format dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.

c. foto copy ijasah yang diajukan sebagai persyaratan yang dilegalisir oleh

pejabat yang berwenang;

d. foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

e. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elekronik (KTP-el) /stirat keterangan KTP-el

dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

f. surat pemyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan

mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah

ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di

atas kertas segel atau bermaterai cukup, contoh surat pemyataan

sebagaimana format dalam Lampiran XXVll yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

g. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang

menjalani hukuman pidana penjara;

h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pemah

melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara psding

singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 ( lima ) tahun setelah selesai

menjalani pidana penjara dan mengumtimkan secara jujur dan terbuka

kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan

sebe^ai pelaku kejahatan berulang-ulang;

i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak

pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempimyai

kekuatan hukum tetap;

j. surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (Puskemas

atau Rumah Sakit Pemerintah);

k. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia;

1. surat keterangan bebas narkoba atau obat terlarang, zat psikotropika dari

Institusi yang berwenang;

m. surat pemyataan dari yang bersangkutan bahwa belum pemah menjabat

sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik bertumt-tumt

atau tidak bertumt-tumt, baik menjabat di desa yang bersangkutan maupim

di desa lain di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas

kertas segel atau bermaterai cukup, dan contoh surat pemyataan

sebagaimana format dalam Leimpiran XXVIll yang mempakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

n. surat keterangan lulus Tes Kejiwaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

Pemerintah;

o. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat

dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;

p. surat pemyataan sanggup bertempat tin^al di Desa yang bersangkutan

selama menjabat, dan contoh surat pemyataan sebagaimana dalam Lampiran

XXIX yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.



q. surat pemyataan akan menerima hasil pemilihan Kepala Desa, dan contoh

surat pemyataan sebagaimana format dalam Lampiran XXX yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

r. surat pemyataan Tidak pemah diberhentikan dari jabatan kepala desa

dikarenakan melakukan tindak pidana atau melanggar sumpah jabatan atau

melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa

pada masa jabatan sebelum diadakein Pilkades berkenaan dan contoh surat

pemyataan sebagaimana format dalam Lampiran XXXI yang mempakan

bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

s. daftar riwayat hidup, contoh daftar riwayat hidup sebagaimana format

dalam Lampiran XXXII yang mempakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.

t. pas foto berwama terbam ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

u. pas foto berwama terbam ulmran post card sebanyak 2 (dua) lembar; dan

V. foto copy surat keputusan tentang pengangkatan di lembaga pemerintahan

bagi yang pemah bekeija dilembaga pemerintahan.

w. surat ijin atau persetujuan dari pembina kepegawaian atau dari pimpinan

atau pejabat yang berwenang di institusi yang bersangkutan, bagi ASN/PNS,

anggota Tentara Nasional Indonesia, an^ota kepolisian Republik Indonesia

dan Kaiyawan dilingkungan BUMN-BUMD

(3) Ketentuan syarat Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf c, adalah

ijazah yang dimiliki dan dipilih oleh pelamar serta wajib menyertakan foto copy

ijazah pendidikan jenjang di bawahnya.

(4) Pelamar yang memiliki gelar akademis dan dicantumkan atau akan dicantumkan

pada namanya, baik sebelum, S£iat mencalonkan diri maupun jika kelak terpilik

dan menjadi kepala desa, wajib menyertakan ijazah yang terkait dengan gelar

dimaksud.

(5) Ketentuan ̂ arat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf g, h dan humf i,

dapat dibuat dalam 1 (satu) surat atau dapat masing-masing keterangan dengan

1 (satu) surat;

(6) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk:

a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;

b. 1 (satu) bendel foto copy untuk Caimat; dan

c. 1 (satu) bendel foto copy untuk Bupati.

(7) Pakaian yang dikenakan oleh bakal calon Kepala Desa dalam pas foto

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf u dan huruf v adalah:

a. bagi bakal calon Kepala Desa laki-laki mengenakan jas berwama gelap

berdasi merah, baju putih atau cerah serta berpeci hitam atau gelap;

b. bagi bakal calon Kepala Desa perempuem mengenakan pakaian

nasional/kebaya, bagi yang berhijab menyesuaikan.

c. Latar belakang/beground pada foto bakal calon seb£^aimana dimaksud pada

hviruf a dan humf b adalah putih.

(8) Bagi pelamar yang berasal dari luar desa yang akan mencalonkan diri dalam

pemilihan kepala desa, diwajibkan memiliki tempat tin^al sementara di desa

tersebut sejak mendaftar.



(9) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan foto copy ijazah yang

dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan siirat keterangan

pen^anti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

(10) Pada saat menerima berkas lamaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa wajib

memberikan tanda terima pendaftaran.

Paragraf 7

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan

Per^aratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 36

(1) Seksi penjaringan menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran bakal

calon Kepala Desa beserta lampirannya sampai dengan ditutupnya waktu

pendaftaran.

(2) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diteliti oleh

seksi penjaringan apabila dinyatakan lengkap, maka berkas lamaran tersebut

disampaikan kepada seksi penyaringan dilampiri Berita acara penelitian

kelengkapan berkas.

(3) Seksi penyaringan meneliti keabsahan berkas lamaran bakal calon Kepala Desa

selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berkas dari seksi penjaringan.

(4) Berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masih diragukan

keabsahanya, maka seksi penyaringan harus melakukan klariiikasi kepada

pejabat yang berwewenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum penetapan Calon.

(5) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memeniihi persyaratan kurang dari 2

(dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama

20 (dua pialuh) hari.

(6) Ketentuan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk

didalamnya adalah untuk penelitian kelengkapan persyaratan administrasi,

klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan calon Kepala Desa.

(7) Bagi desa-desa yang tidak melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran

sebag£dmana dimaksud pada ayat (5), penetapan bakal calon kepala desa menjadi

calon kepala desa dilaksanakan lebih awal dibandingkan desa-desa yang harus

melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran.

(8) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua)

orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), Panitia pemilihan melaporkan kepada BPD, dan BPD melaporkan kepada

Bupati.

(9) Berdasarkan laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati

menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang

ditentukan kemudian, selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

(10) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

setelah diteliti keabsahannya oleh seksi penyaringan, diumumkan kepada

masyarakat oleh Panitia pemilihan imtuk memperoleh masukan tertulis.

(11) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib mencantumkan identitas

diri dari pemberi masukan dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling

lama 1 (satu) hari setelah selesainya tanggal diumumkan.



(12) Pengumumnan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11)

deng£Ln cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) oleh

Panitia Pemilihan.

(13) Masiikan tertulis dari masyarakat bagaimana dimaksud pada ayat (10), wajib

diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak

diterimanya masukan tersebut.

(14) Berita Acara penelitiein berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

sebagaimana contoh dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 37

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) beijumlah paling

sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan

langsung menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diumumkan oleh Panitia pemilihan kepada masyarakat.

(3) Pengumuman calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2).

Pasal 38

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) lebih dari 5 (lima) orang,

maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan

kriteria pengalaman bekeija di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan

usia, dengan bobot penilaian.

(2) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Pengalaman bekeija di lembaga pemerintahan, dengan bobot nilai 35 % (Tiga

puluh lima per seratus);

b. Tingkat pendidikan, dengan bobot nilai 35% (Tiga puluh lima per seratus);

c. Usia, dengan bobot nilai 30 % (Tiga puluh per seratus);

(3) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:

a. pengalaman bekeija dilembaga pemerintahan selama 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahim dengan bobot nilai 7,5% (Tujuh koma lima per seratus); dan

b. pengalaman bekeija dilembaga pemerintahan diatas 5 (lima) tahun sampai

dengan 10 Tahun, bobot nilai 12,5% ( Dua belas koma lima per seratus);

c. pengalaman bekeija dilembaga pemerintahan diatas 10 (sepuluh) tahun, bobot

nilai 15 % (lima belas per seratus);

(4) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:

a. berijazah SLTP dengan bobot nilai 5 % (lima per seratus);

b. berijazah SLTA dengan bobot nilai 7,5 % (Tujuh koma lima per seratus);

c. berijazeih DI sampai dengan D3 dengan bobot nilai 10% (Sepuluh per seratus);

dan

d. Berijazah D4/S1/S2/S3 dengan bobot nilai 12.5 % ( Dua belas koma lima per

seratus).

(5) Bobot nilai seb£igaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:



a. berusia 25 sampai dengan 40 Tahun, bobot nilai 10 % (Sepuluh per seratus);

b. berusia diatas 40 tahiin sampai dengan 55 tahun, bobot nilai 12,5 % (Dua

belas koma lima perseratus);

c. berusia diatas 55 tahun, bobot nilai 7,5 % (tujiih koma lima per seratus);

(6) Berdasarkan hasil nilai komulatif dari bobot penilaian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), maka mereka yang memperoleh bobot nilai tertin^ sampai dengan

urutan atau ranking 5 (lima) wajib langsung diumumkan kepada bakal calon

pada hari pelaksanaan Penilaian, selanjutnya ditetapkan sebagai calon Kepala

Desa yang berhak mengikuti pemilihan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

(7) Apabila diantara mereka yang memperoleh bobot nilai ranking 1 (satu) sampai 5

(lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ada yang mengundurkan diri atau

karena sesuatu hal yang berakibat tidak bisa melanjutkan tahapan atau proses

Pilkades, maka ranking dibawahnya otomatis menggantikan, sehin^a

didapatkan jumlah calon maksimal 5 (lima) orang.

(8) Apabila dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdapat nilai

yang sama pada ranking atau nomor unit 5, maka diadakan uji kompetensi bagi

mereka yang memperoleh bobot penilaian nomor unit atau ranking 5 yang sama.

(9) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya untuk mendapatkan

l(satu) calon kepala desa dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak

penetapan ranking bobot penilaian.

(10) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

a. pengetahuan umum;

b. kepemimpinan;

c. administrasi perkantoran;

d. pemerintahan Daerah; dan

e. pemerintahan Desa.

(11) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh Panitia

Pemilihan setelah dipastikan berdasarkan verifikasi dan klsirifikasi terhadap

lamaran beserta persyaratan semua pelamar atau bakal calon.

(12) Uji kompetensi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diadakan penilaian serta

pengumuman langsimg setelah selesainya pelaksanaan uji kompetensi kepada

peserta uji kompetensi.

(13) Penetapan bakal calon menjadi calon bagi mereka yang mengikuti uji kompetensi

bersamaan dengan penetapan 4 (empat) bakal calon lain yang telah dinyatakan

memperoleh bobot nilai ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 4 (empat)

menjadi calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan.

(14) Penyusunan materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat

difasilitasi oleh Panitia Pengawas atau Panitia Pengarah dan Pemantau atau

dapat bekeijasama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dibidang

tersebut.

(15) Materi uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan standart

kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

(16) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (14) adalah Perguruan tinggi atau

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

(SLTP) yang berada diwilayah Kabupaten Tegal.



(17) Dalam hal hasil uji kompetensi sebageumana dimaksud pada ayat (10) terdapat

nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan uji kompetensi ulang terhadap bakal

calon dengan nilai yang sama tersebut pada hari itu juga.

(18) Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan bakal calon menjadi calon, panitia

pemilihan wajib mengumunkannya kepada ma^arakat desa setempat dengan

cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2).

(19) Dikecualikan d£ui ketentuan tersebut pada ayat (18), apabila situasi dan kondisi

yang tidak memungkinkan karena faktor keamanan, force majeur atau faktor lain

yang mengakibatkan panitia pemilihan dipastikan tidak dapat melaksanakan

pengumuman langsimg pada hari tersebut.

(20) Apabila teijadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (19), pengumiiman

hasil penilaian dan uji kompentensi dilaksanakan paling lambat 24 (dua puliih

empat) jam setelah selesainya penilaian dan uji kompetensi.

(21) Jika setelah ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (20) tetap belum

dapat melaksanakan pengumuman hasil penilaian dan uji kompetensi, panitia

pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya pengumuman dilaksanakan

setelah situasi dan kondisi memungkinkan sampai batas waktu 1 (satu) hari

sebelum dilaksanakan imdian nomor urut calon.

Paragreif 8

Penetapan Calon

Pasal 39

(1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak mengikuti

pemilihan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

(2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan

hanya ada 2 (dua) orang, tetapi salah satu atau keduanya meninggal dunia atau

mengundurkan diri, maka proses Pemilihgm Kepala Desa dihentikan dan

selanjutnya diangkat penjabat Kepala Desa oleh Bupati atas usulan Camat.

(3) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilihan

lebih dari 2 (dua) orang, tetapi salah satunya meninggal dunia atau

mengundurkan diri, maka pelaksaan pemiUhem tetap dilanjutkan dan calon

Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri tersebut dinyatakan

gugur serta tidak diikutkan dalam proses Pemilihan.

(4) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan berhak mengikuti pemilih£in

lebih dari 2 (dua) orang, tetapi terdapat calon kepala desa yang menin^al dunia

dan/ atau mengundurkan diri, sehingga calon Kepala Desa hanya 1 (satu) orang,

maka proses Pemilihan Kepala Desa dihentikan dan selanjutnya diangkat

penjabat Kepala Desa oleh Bupati atas usulan Camat.

(5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan

pengumviman ditempat-tempat strategis di desa setempat tentang nama calon

3rang telah ditetapkan dan berhak mengikuti pemilihan, paling lambat 1 (satu)

hari sejak tanggal ditetapkan.
























































































































































































































